
100

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan hukum ini akan diuraikan mengenai hasil

akhir dari skripsi yang telah disusun oleh penulis. Pada bab ini akan disampaikan

kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam Bab I. Selanjutnya,

dalam bagian ini juga akan diuraikan mengenai saran, yang pada intinya

merupakan

uraian singkat mengenai solusi dalam mengatasi permasalahan dalam perihal

pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika yang ditinjau

berdasarkan UU SPPA serta UU Narkotika.

5.1. Kesimpulan

Dewasa ini, tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh dewasa

namun dapat dilakukan juga oleh seorang anak. Namun tentu saja, pemberian

sanksi terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, harus ada

pengaturan secara khusus yang lebih spesifik sehingga tidak menghancurkan masa

depan anak dan tetap mengedepankan hak-hak anak, sehingga lahirlah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. .UU SPPA ini

mengatur secara khusus tentang bagaimana proses beracara apabila pelaku tindak

pidana adalah seorang anak. Perbedaan UU SPPA dengan UU lainnya adalah

pengaturan mengenai diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari

proses pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya divesi ini menjadi khas

dalam UU SPPA karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan

anak, menyelesaikan perakara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada dasarnya proses diversi merupakan perwujudan dari perlindungan

anak. Diversi harus diupayakan pada saat penyidikan, penuntutan, bahkan

persidangan. Seperti yang telah dikatakan pada pembahasan di bab sebelumnya

khususnya pada bab 3 bahwa ketika anak melakukan tindak pidana narkotika

maka ancaman pidana ada pada UU Narkotika, namun karena tindak pidana ini
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menyangkut “anak” maka kita tidak boleh melupakan UU SPPA dalam proses

peradilannya.

UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik tentang pemberian sanksi

terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun, UU Sistem

Peradilan Pidana hadir dalam perkembangan hukum di Indonesia untuk

menyelamatkan anak dari sanksi pidana yang bersifat memberi efek jera,

termasuk pemberian sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika dimana di

dalamnya terdapat sanksi pidana yang berat. Sebenarnya, antara kedua aturan

yaitu UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan

khusus, sehingga harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi untuk perkara

anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkotika.

Bagi anak penyalahgunaan narkotika (dalam hal ini anak sebagai pemakai)

yang pengaturannya diatur dalam pasal 127 UU Narkotika, maka anak dapat

melaksanakan diversi. Hal ini sesusai dan selaras dengan UU SPPA yang

mengatur tentang syarat diversi, dimana ancaman pidananya dibawah 7 tahun.

Namun terdapat pertanyaan dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang didakwa

melakukan tindak pidana narkotika yang memiliki ancaman pidana minimum.

Selain itu, dakwaan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak

pidana (dalam hal ini khususnya tindak pidana narkotika) bisa berupa dakwaan

tunggal, subsider, ataupun alternatif yang penjelasannya telah dipaparkan dalam

bab IV. Tidak menjadi sebuah masalah apabila seorang anak penyalahguna

narkotika didakwa dengan dakwaan tunggal yang ancaman pidananya dibawah 7

tahun, karena pasti diversi dapat dilaksanakan bagi anak tersebut. Namun menjadi

hal yang dapat membingungkan bagi hakim untuk mengupayakan diversi atau

tidak, jika anak penyalahguna narkotika didakwa dengan dakwaan alternatif.

Menurut penulis, dengan diberikan dakwaan alternatif artinya tindak

pidana yang didakwakan masih berupa prasangka, bisa saja kondisi yang terjadi

adalah seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika disangka dengan ancaman

pidana diatas 7 tahun namun pada pembuktiannya ternyata ia melakukan tindak

pidana narkotika yang dibawah 7 tahun sehingga anak tersebut tidak mendapatkan

kesempatan untuk diversi. Begitupun sebaliknya, bisa saja kondisi yang terjadi

adalah seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika disangka dengan ancaman
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pidana dibawah 7 tahun dan telah diupayakan diversi namun ternyata pada

pembuktiannya, ancaman pidana yang berlaku adalah ancaman pidana yang diatas

7 tahun padahal anak tersebut telah mendapakatkan kesempatan diversi karena

terdapat dakwaan dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun.

Dari hal-hal diataslah timbul permasalahan hukum yang telah dipaparkan

dalam Bab I. Berdasarkan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, terdapat

beberapa kesimpulan yang dapat penulis tarik untuk menjawab permasalahan

hukum atau identifikasi masalah yang ada pada Bab I, yaitu :

1. Identifikasi masalah pertama, yaitu:

“Jika seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika dianggap

sebagai “korban” dan telah diancam dengan pidana minimum, maka

bagaimana pelaksaan diversi apabila dikaitkan dengan pengambilan

keputusan dilakukannya diversi.”

Pada pasal 8 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa proses  diversi

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang

tuanya dan/atau orang tua/walinya, pemimbing kemasyarakatan, dan

pekerja sosial professional berdasakan pendekatan keadilan restoratif.

Namun menurut penulis, belum ada ketentuan secara jelas dalam

menjalankan proses diversi apabila anak merupakan pelaku

penyalahgunaan narkotika, yang sebenarnya baik anak sebagai

pemakai atau pengedar tidak ada yang menjadi korban, melainkan

korbannya adalah anak itu sendiri. Sehingga dalam pengambilan

keputusan, seharusnya diatur lebih jelas mengenai apabila kondisinya

tidak ada “pelaku” dalam tindak pidana yang dilakukan anak seperti

dalam tindak pidana narkotika.

2. Identifikasi masalah kedua yaitu:

“Apabila seorang anak pelaku penyalahgunaan narkotika didakwa

oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif dengan ancaman

pidana dibawah 7 dan ancaman pidana dibawah 7 tahun tahun, maka

bagaimana pelasanaan kewajiban mengupayakan diversi”
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Menurut penulis, kriteria pada pasal 7 UU SPPA belum jelas mengatur

bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang didakwakan dengan

dakwaan alternatif, yamg dimaksud belum jelas pengaturannya adalah

kewajiban mengupayakan diversi bagi seorang anak yang didakwa

dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan ancaman pidana diatas 7

tahun, karena pada pasal 7 ayat (2) butir a hanya menjelaskan bahwa

diversi dapat dilaksanakan apabila diancam dengan pdana dibawah 7

tahun.

Bagi penulis, Ketidakjelasan pada kriteria pelaksanaan diversi

khususnya dalam hal anak pelaku penyalahgunaan narkotika didakwa

dengan dakwaan alternative dapat membingungkan hakim dalam

memutus dan tidak sesuai dengan tujuan UU SPPA sendiri yang

bersifat melindungi anak. Apabila kriteria pelaksanaan diversi tidak

diperjelas dan dipertajam dapat memberikan kemungkinan merugikan

anak.

5.2. Saran

Berdasarkan dari permasalahan serta kesimpulan yang menjawab

permasalahan tersebut, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Mengingat kurang lengkapnya aturan dalam hal kriteria pelaksanaan diversi

bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika apabila anak didakwa dengan

ancaman pidana minimum, maka hendaknya pemerintah khususnya DPR

dapat mengkaji kembali UU Narkotika. Hendaknya pemerintah mengkaji

pengaturan sanksi bagi pengguna yang lebih banyak dikarenakan terdapat

kemungkinan anak menjadi pengguna narkotika dengan memperhatikan

ketentuan yang ada didalam UU SPPA. Sehingga antara UU Narkotika dan

UU SPPA dapat berjalan bersama dalam pemberian sanksi bagi anak

pengguna narkotika. Anak merupakan penerus bangsa yang harus

diperhatikan secara khusus, dan diversi adalah salah satu upaya dalam

memberikan perlindungan pada anak. Maka, antara sanksi dan penerapan
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diversi bagi anak seharusnya lebih dikaji dalam UU Narkotika. UU Narkotika

perlu menyesuaikan sanksi mengikuti perkembangan yang ada, yaitu dengan

menyesuaikan dengan UU SPPA yang baru timbul untuk memberikan

perlindungan kepada anak. Pengaturan dalam UU Narkotika juga seharusnya

diperjelas dalam hal apabila anak penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai

“korban”. Sehingga dalam musyawarah diversi terdapat kejelasan mengenai

pengambilan keputusan karena dalam penyalahgunaan nakotika anak tidak

ada pelaku, melainkan anak tersebut adalah korban.

2. Berkaitan dengan saran nomor 1, walau sudut pandang UU SPPA dengan

UU Narkotika belum sejalan namun hendaknya para penegak hukum

memiliki satu pemahaman mengenai anak yang melakukan tindak pidana

narkotika. Hal ini akan berpengaruh pada tindakan yang akan diberikan pada

anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna karena

dianggap sebagai korban. Maka yang diharapkan adalah anak tetap dianggap

sebagai “korban”, dan korban tidak dapat diberi sanksi pidana. Dengan kata

lain, ia akan diberi pemulihan atau rehabilitasi. Selain itu, diharapkan pula

anak akan terhindar dari proses pemeriksaan yang kejam lantaran para

penegak hukum sudah satu pemahaman bahwa anak dianggap “korban”.
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